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Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Majelis Rakyat Papua (untuk
selanjutnya adalah MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (untuk
selanjutnya adalah MRPB) yang keduanya dibentuk berdasarkan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat
Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. MRP/MRPB merupakan
representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki wewenang
tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,
pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf g UU No. 21 tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Timotius Murib, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Majelis
Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Papua, kelurahan Kulirik,
kecamatan Muara, kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

2. Yoel Luiz Mulait, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil
Ketua Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di Kompleks LP
Abepura, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.

3. Benny Sweny, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI.. Bangau Kotaraja
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Tembus Pasar Yotefa, Kelurahan Waimhorrock , Kecamatan
Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

4. Minggus Madai, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Nabire llaga, Kelurahan
Topo, Kecamatan Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

5. Jully Wambrauw, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JIl. Mawar No. 1665
Kelurahan Burokub, kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
Provinsi Papua.

6. Felisitas Kabagaimu, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Anggota Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Tenemoghon
Kepi, Kelurahan Kepi, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi
Papua.

7. Amatus Ndatipits, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di Cemenes, Kelurahan Bis
Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

8. Pdt Edy Togodly, S.Th., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Anggota Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Kwimi No. 3
Arso koia, Kelurahan Arso kota, kecamatan Aso, Kabupaten Keerom
Provinsi Papua.

9. Yos Nawipa, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Majelis
Rakyat Papua, yang beralamat di Angkasapura, Keluraha
Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi
Papua.

10.Diana Matuan, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Silva Griya Kotaraja,
Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua.

11.Neles Rumbarar, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di Skyline Megapura,
Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.

12.Roberth D Wanggai, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua, yang beralamat di JI. Rakit No. 9 Dok VIII atas,
Kelurahan IMDI, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi
Papua.

Yang kesemuanya adalah Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 161.91 — 8182 Tahun 2017, tertanggal 19 Oktober
2017, yang mana MRP beralamat kantor di JI. Raya Abepura, Kotaraja,
Jayapura dan untuk selanjutnya disebut Pemohon |

Selanjutnya Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) diwakili oleh :

1.

Maxsi Nelson Ahoren, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di JI. Durian No.
33 Reremi RT. 010 RW.012 Kelurahan Manokwari Barat,
Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.

Robert Morin, Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Maijelis
Rakyat Papua Barat, yang beralamat di Komp. Kehutanan Reremi
RT. 001 RW.009 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan
Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.

Dulhamidin Furu, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di JI. Trikora Taman
Ria Gang Uryem RT. 002 RW. 015, Kelurahan Wosi, Kecamatan
Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.

Hery Rumbin, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di Merapi Fanindi ST
RT. 001 RW. 004, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan
Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.

Aleda Elizabeth Yoteni, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di JI. Raya
Wasior, Kamp Miei, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Maniwak,
Kecamatan Wasior, Provinsi Papua Barat.

Christiana Ayello, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di JI. Selat Sairere
Nomor 7, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan
Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat.

Wenand Weripang, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di Desa
Kinam, RT. 001 RW. 000, Kecamatan Kokas, Provinsi Papua Barat.

. Sadi Towansiba, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota

Majelis Rakyat Papua Barat, yang beralamat di Kampung Taige,
RT. 000 RW. 000, Kelurahan Taige, Kecamatan Taige, Provinsi
Papua Barat.
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kesemuanya adalah Pimpinan dan Anggota sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi
Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Tertanggal 16 November
2017, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-775 Tahun
2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Tertanggal 6
Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92-4023
Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu
Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Sisa Masa Jabatan
Tahun 2017-2022 Tertanggal 26 November 2020, yang mana MRPB
beralamat kantor di JI. Esau Sesa, Sowi Gunung, Komplek Balai latihan
Koperasi, UMKM, Manokwari, Papua Barat untuk selanjutnya disebut
Pemohon Il.

Pemohon | dan Pemohon |l dalam permohonan sengketa kewenangan
lembaga negara ini disebut sebagai Para Pemohon, dengan ini
memberikan kuasa kepada :

1. Saor Siagian, SH., M.H.

2. Imam Hidayat, S.H., M.H.

3. Ir. Esterina D Ruru, S.H.

4. Dr. S. Roy Rening, SH., M.H.

5. Rita Serena Kalibonso, SH. L.LM.

6. Lamria Siagian, S.H. M.H.

7. Ecoline Situmorang, S.H. M.H.

8. Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.

9. Haris Azhar, S.H., M.A.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan
Advokasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA) dan
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)
yang beralamat di JIl. Wahid Hasyim No. 10, Menteng, Jakarta Pusat,
10340 untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara (SKLN) terhadap
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Presiden Republik Indonesia, yang berlamat di Jalan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut Termohon.

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Berdirinya suatu negara adalah menyatukan seluruh kebhinekaan
kebudayaan (United in diversity). Menurut Koentjaraningrat dalam
bukunya Pengantar Antropologi (1991), kebudayaan adalah seluruh
sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Unsur-unsur
kebudayaan antara lain sistem religi, sistem kemasyarakatan (organisasi
sosial), sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian
hidup (sistem ekonomi), sistem peralatan hidup (teknologi).

Adalah sulit membutuhkan fikiran yang terbuka (openminded)
semua pihak bahkan penguasa (ruler) agar kebudayaan menjadi satu dan
menjadi pemersatu. Dengan demikian, semua pihak mendapatkan
kenyamanan untuk menikmati kebudayaan dan bermuara pada keadilan
pada bidang lainnya yakni sosial, ekonomi dan sipil politik.

Kata “negara” mempunyai dua arti Pertama, negara adalah
masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua,
negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang
menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu'. Negara Indonesia
terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara
Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan, didasarkan bukan hanya
sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas
komitmen persatuan dan keadilan.

Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 (untuk
selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik. Makna dalam Pasal 1 ayat (1) UUD RI ini

b https://www.merdeka.com/jatim/bentuk-negara-indonesia-tujuan-dan-fungsinya-dalam-
menjalankan-pemerintahan-
kin.htm#.~:text=Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia%20(NKR!)%20merupa
kan%20negara%20kesatuan%20yang%20berbentuk. ditentukan%20sebagai%20urusan
%20pemerintah%20pusat.
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dijelaskan dalam pasal 18 UUD NRI 1945 ayat (1) yang menyatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-
tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang.”

Di Indonesia, media pemersatu beragamnya kebudayaan adalah
Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai slogan melainkan sebagai
falsafah hidup semua warga negara di Indonesia untuk bertindak dan
berprilaku.  Visi Pancasila sebagai media pemersatu adalah
mempersatukan semua  kebudayaan dan  kepentingan  guna
mensejahterahkan dan memberikan keadilan substantive bagi seluruh
warga negaranya dari Sabang hingga Merauke dan dari Miagas hingga
Talaud. Dengan termanifestasikannya Pancasila, maka akan tegaknya
keadilan sebagaimana termaktub dalam sila ketiga Pancasila. Hal mana
keadilan menjadi ukuran peranan yang harus diambil Negara agar
kesemua sila dalam Pancasila dapat berjalan.

Indonesia mentasbihkan sebagai Negara hukum (Statelaw) bukan
negara kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)? dan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan tata kehidupan
bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
Penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan
kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup
bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan
seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan Indonesia merdeka
adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut merupakan antitesa
terhadap kenyataan bahwa kolonialisme meniscayahkan perampasan hak
atas kemerdekaan, pengabaian hak asasi manusia, penindasan,
perbudakan dan kemiskinan serta keterbelakangan.

# UUD NRI 1945 Perubahan ketiga
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Pada saat Orde Baru, pemerintahan bersifat sentralistik’> dengan
ciri kepemimpinan otoriter yang menciptakan kesewenang-wenangan
(abuse of power)®. Otoritarianisme dimasa Orde Baru, dan ketidakadilan
terhadap berbagai daerah di Indonesia, memunculkan pergolakan.
Pergolakan tersebut diantaranya berbentuk perlawanan atau
pembangkangan dengan menggunakan senjata atau kekerasan bahkan
dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia,
diantaranya, dalam sejarah, tercatat Aceh, Riau dan Papua. Sementara
Timor Timur, bagi Negara Indonesia diakui sebagai Propinsi, namun bagi
Persatuan Bangsa Bangsa tidak pernah mengakui Timor Timur sebagai
Propinsi. Akan tetapi pada dasarnya praktik perlawanan bersenjata
sebagai respon masyarakat di Timor Timur kepada Pemerintah Republik
Indonesia terjadi. Aceh, Riau dan Papua yang ingin memisahkan dirinya
dari negara kesatuan republik Indonesia®. Dari gambaran singkat diatas,
fakta menunjukan bahwa kekerasan bukanlah sesuatu yang mustahil
terjadi jika ketidak adilan terjadi dan tidak ada penyelesaian.

Dari perlawanan, sebagaimana digambar diatas, sebaliknya, juga
terjadi praktik kekerasan oleh Orde Baru. Bahkan kekerasan tersebut
meluas bukan hanya kepada mereka yang membangkan dengan
menggunakan senjata dan kekerasan, akan tetapi juga ke warga sipil
disekitar atau di dalam propinsi, sebagaimana di Aceh, Timor Timur dan
Papua. Situasi ini makin memperburuk hubungan negara dengan
warganya diwilayah-wilayah tersebut. Terlebih lagi ketiadaan upaya
pemulihan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

Aceh dan Papua menjadi wilayah yang masih memperjuangkan
langkah yang tepat untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas.
Dengan adanya MoU Helsinki Aceh mendapatkan otonomi khusus dan
mengakhiri perjuangan melalui senjata. Setelah jabat tangan Hamid
Awaludin utusan Pemerintah Indonesia dan Malik Mahmud utusan GAM
Aceh membentuk UU Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memberikan otonomi
luas kepada Aceh membentuk pemerintahannya (governance bodies)
yang mirip tapi tidak sama seperti adanya wali nangroe, adanya partai
lokal dan penyebutan pemerintah propinsi Aceh menjadi Pemerintah Aceh
dan DPR Aceh. Dengan adanya otonomi khusus ini, Aceh menjalankan

i https://www.dpr.qo.id/bloa/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330
ibid
® Separatis dalam perspektif sejarah, Djoko Suryo, Jurnal Ull, tahun 2016
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pemerintahannya sesuai dengan kehendaknya mulai dari identitas diri
hingga pola pemerintahannya. Hingga saat ini berjalan relatif tidak ada
konflik yang krusial meski disana sini perlu ada perbaikannya khususnya
soal pemberian restitusi kepada korban konflik oleh KKR Aceh.

Tidak jauh dengan Aceh, Pemerintah Indonesia juga memberikan
otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 yang telah dirubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang
menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi
UU®. Meski ada otonomi khusus, namun masih banyak terjadi konflik
kekerasan dengan mengunakan kekuatan senjata. Hal ini menjadi
perhatian penting bagi Pemerintah Indonesia agar segera dapat
meresponnya secara baik dan proporsional.

Salah satu langkah proporsional yang harus dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam menguatkan pola yang demokratis antara
lain pelaksanaan kewenangan antara propinsi Papua dengan Pemerintah
pusat dalam hal pemekaran wilayah sebagaimana termaktub dalam Pasai
76 terkait dengan pemekaran wilayah propinsi yang ada di Papua dan
perubahan terkait “dapat” mengusulkan suatu perubahan atau suatu
Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 21
Tahun 2001 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008
melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2008.

Rezim Reformasi membuka ruang bagi perubahan di berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi di
bidang hukum diarahkan untuk mempertegas beberapa hal yang berkaitan
dengan penerapan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai berikut :
Kesatu, Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat
untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka
supremasi hukum dan tegaknya negara hukum; Kedua, Menata sistem
hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang
diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi; Ketiga menegakkan
hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian, keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia:

® Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112.
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Keempat, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari
pengaruh penguasa dan pihak manapun; Kelima, menyelenggarakan
proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan; dan Keenam, menyelesaikan berbagai proses peradilan
terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum
ditangani secara tuntas.

Dalam konsep negara hukum (government by law), kekuasaan
negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Oleh karena itu,
diperlukan  pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan
kekuasaan negara dan politik, demi menghindari timbulnya kesewenang-
wenangan dari pihak penguasa. Pembatasan terhadap kekuasaan negara
dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar
oleh siapapun. Sehingga melahirkan istilah “pemerintah di bawah hukum”
(government under the law). Dengan demikian, terkenallah konsep sistem
‘pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak)
manusia” (government by law, not by men). Atau sistem pemerintahan
yang berdasarkan rule of law, bukan rule of men.

Kehadiran konsep Negara Hukum atau rule of law ini memang
dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa
negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas
rakyatnya (abuse of power, abus de droit). Sehingga, dapat dikatakan
bahwa dalam suatu Negara Hukum, semua orang harus tunduk kepada
hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada
seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum.
Dalam hal ini, konsep Negara Hukum tidak bisa menerima, baik terhadap
sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, maupun terhadap sistem
pemerintahan yang berhaluan anarkis. Karena sistem negara totaliter
seringkali memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa
memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, padahal maka
perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat yang menjadi salah satu
esensi dari suatu negara hukum.

Karena itu, negara hukum dimaksudkan dalam suatu sistem
kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan,
yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara
tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk
hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama
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dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar
pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras,
gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah
dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga
pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-
hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan
dan peranannya secara demokratis.

Adanya otonomi khusus bagi Papua harus dimaknai adanya langkah
afirmasi kepada daerah-daerah yang awalnya memperjuangkan
kemerdekaan sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri, seperti Aceh
dan Papua. Posisi sama tidak dapat dilakukan secara tekstual normative,
melainkan harus ada posisi yang tidak sama untuk menyamakan posisi.
Alasan yang sangat kuat adalah adanya background otonomi khusus dan
juga masih banyaknya masyarat adat (indigenous people) yang
membutuhkan afirmasi dalam pemenuhan hak-haknya baik dalam bidang
hak sipil politik maupun hak eksonomi sosial dan budaya.

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia
menurut Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Namun
pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan
yang bersifat khusus masih jauh dari harapan rakyat Papua. Hal tersebut
dapat terlihat dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum memenuhi rasa
keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum
mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum menampakkan
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua,
khususnya masyarakat Papua. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi
kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain di Indonesia, dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua serta memberikan
kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan
khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan kebijakan khusus ini, dimaksudkan berdasarkan
nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap
etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia,
supremasi hukum, demokrasi, pluralism serta persamaan kedudukan, hak
dan kewajiban sebagai warganegara.
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Kebijakan khusus dalam bentuk Otonomi khusus haruslah diartikan
dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua
untuk menentukan isi Otonomi Khusus ini dalam kerangka hukum dan
integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kepercayaan
kepada rakyat Papua seperti yang dimaksud tersebut adalah suatu
langkah awal yang positif dan signifikan dalam rangka membangun
kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Pusat, sekaligus merupakan
langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi
dialog-dialog yang masih perlu dibangun di masa depan bagi
penyelesaian tuntas masalah-masalah papua.

Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas sebagai
kebebasan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri (self
regulation). Ini termasuk tentang kebebasan untuk pemanfaatan kekayaan
alam (tenurial) masyarakat sebagai hak asli masyarakat Papua untuk
kepentingan kemakmuran rakyat Papua. Tentu ini tidak meninggalkan
tanggung jawabnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintah pusat
dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan
sebagai langkah subsidi untuk pemerataan keuangan daerah dan
pembangunan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk
menentukan stategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik
yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia
serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. Hal ini penting sebagai
bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang
ditunjukkan dengan penegasan identitas dan harga dirinya.

Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda
yang diberikan kepada Papua karena “kekhususan” yang dimilikinya.
Kekhususnya Papua dapat dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek
geografis, aspek fisiologi, aspek politik dan aspek sosial budaya.

Salah satu inti pelaksanaan otonomi khusus di Papua adalah
pembagian kewenangan pemerintahan antara Pusat dan Provinsi Papua.
Pembagian kekuasaan dan kewenangan ini bukan semata-mata sebagai
konsekuensi pemberian status otonomi khusus, tetapi yang tidak kalah
pentingnya  adalah  pelaksanaan  prinsip-prinsip  demokratisasi
penyelenggaraan negara mengurus dirinya sendiri secara nyata.

Otonomi Khusus Papua adalah kewenangan yang diakui dan
diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
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aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Majelis Rakyat Papua
merupakan repsresentasi kultural orang asli Papua yang memiliki
wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,
pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat
beragama.

Kehadiran UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
selama 20 tahun yang akan berakhir pada bulan Oktober Tahun
2001 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan maksud
pasal 18 B ayat (1) jo. Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 untuk memastikan
bahwa integrasi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia harus
tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman
kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui adanya Perubahan
Kedua UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang
disesuaikan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yakni UU No.
21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bahwa kekhususan itu sesungguhnya hanya terletak pada tiga hal,
yaitu kekhususan dalam kewenangan, kekhususan dalam kelembagaan
khusus, dan kekhususan dalam keuangan khusus. Kalau hanya ketiga hal
itu, bagaimana dengan kekhususan Papua yang terletak dalam aspek lain
yang diproyeksikan oleh Orang Asli Papua.

Tujuan Otonomi khusus Papua adalah Pemberian kewenangan
yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan
mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan, bagi terwujudnya
kemakmuran bagi rakyat Papua dengan cara mengatur pemanfaatan
kekayaan alam, memberdayakan potensi sosial budaya dan
perekonomian masyarakat Papua (Yusak Reba, 2013: 7-13). Upaya
mengukur kesejahteraan dapat dibaca pada tiga indikator vyaitu
kewenangan, kelembagaan dan keuangan.

Karakteristik geografis, sejarah, budaya dan karakter individu yang
berbeda antara Aceh dan Papua diasumsikan sudah terwadahi dalam UU
No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu amanat penting dalam
perumusan kedua UU tersebut adalah akselerasi pembangunan.

Idealnya, UU Otonomi khusus dan turunannya harus bermuara
kepada kesejaheraan, harus memberikan kewenangan khusus,
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kelembagaan khusus dan keuangan khusus. Dalam bidang keuangan,
kekhususan ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus
yang berupa Dana Penerimaan Khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
dan Gas Alam yang prosentasenya lebih besar dibandingkan daerah lain
di Indonesia, disamping juga Dana Perimbangan lainnya.

Dengan Dana Otonomi Khusus yang besar jumlahnya, sementara
kualitas sumber daya manusia yang mengelola Dana Otonomi Khusus
tersebut relatif rendah, diragukan efektivitasnya untuk mencapai tujuan
pemberian Otonomi Khusus, yakni meningkatkan pendidikan dan
kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua. Alasan diberikannya Otonomi
Khusus pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua faktor
politis, yakni untuk mereduksi keinginan sebagian masyarakat Papua
untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam 3 tahun pemberlakuannya, Dana Otonomi Khusus juga
ternyata tidak efektif karena bagian terbesar Dana Otonomi Khusus tidak
digunakan untuk pendidikan dan kesehatan (perbaikan gizi masyarakat)
namun dibagikan secara hampir merata ke semua sektor pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Papua.

Pemberian Dana Otonomi Khusus Papua ini ternyata bertentangan
dengan dasar pemberian Dana Perimbangan. Dana Otonomi Khusus
ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun
horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal. Selain itu,
ternyata terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan Dana Otonomi
Khusus yang saling berbeda sehingga menimbulkan persoalan.

Untuk itu, perlunya memperjuangkan secara konstitusional melalui
lembaga Mahkamah Konstitusi bilamana dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah ditemukan adanya perselisihan  atau
perbedaan pendapat yang berkaitan antara dua atau lebih lembaga
negara. Dengan adanya perselisihan sengketa kewenangan lembaga
negara tersebut berkaitan dengan kewenangan terhadap usulan
perubahan kedua terhadap UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua maka permohonan uji terhadap sengketa
kewenangan lembaga negara diselesaikan secara konstitusional melalui
mahkamah sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
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1.

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hak konstitusional
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang bersifat final dan mengikat, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Penegasan
atas kewenangan sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK);
Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Bahwa syarat mengajukan permohonan sengketa kewenangan
lembaga negara diatur dalam pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003
sebagai berikut :

a. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung
terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

b. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan
menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta
menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon.

Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (yang selanjutnya
disebut PMK No. 08/PMK/2006) menyebutkan bahwa definisi
sengketa adalah:
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“Perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan
pelaksanaan antara dua atau lebih lembaga negara’.

. Bahwa lembaga negara yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka
5 PMK No. 08/PMK/2006 adalah:
“Lembaga  Negara  adalah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan UUD 1945”.

. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat 1 (f) PMK No. 08/PMK/2006
adalah:

“Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon
dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga
negara adalah Pemerintahan Daerah (Femda)”.

. Bahwa menurut Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Negara Kesatuan Republik indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-
Undang”.

. Bahwa Menurut Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
‘Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau
provinsi dan kabupten dan kota, diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

. Bahwa kemudian dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945
menyatakan:
‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.”
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9. Bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1
angka 2 UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

10.Bahwa Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang telah di revisi
sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dan menjadi Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 menyatakan :

“MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang
memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-
hakorang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan
terhadap adat dan budaya perberdayaan perempuan, dan
pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini”.

11.Bahwa MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua
dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,
pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup
umat beragama yang memiliki kepentingan saat adanya perubahan
atas UU yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang telah di
revisi sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Sebab,
pelaksanaan dan perubahan atas isi Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang
telah di revisi sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dan
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sangat berkaitan
dengan pemenuhan hak-hak asli (tenuria) masyarakat Papua yang
terwakilkan oleh MRP sebagai lembaga negara yang termaktub
dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua yang telah di revisi sebagaimana Perpu Nomor 1
Tahun 2008 dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
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12.Bahwa dengan demikian, MRP/MRPB (Para Pemohon) memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak guna mengajukan
permohonan sengketa kelembagaan lembaga negara (SKLN)
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya
disebut UUD 1945) menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki hak
konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat final dan mengikat,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Penegasan atas kewenangan sebagaimana disebutkan diatas
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi
(MK);

C. Provisi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 63 UU
Nomor 24 tahun 2003 jo Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara juga memiliki kewenangan mengeluarkan penetapan
yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk
menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa setelah pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah dapat
mengeluarkan  putusan yang pemerintahkan kepada
pemohon/atau termohon untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada
putusan mahkamah. Selanjutnya mengenai pelaksanaan
kewenangan dalam mengeluarkan penetapan, Mahkamah
Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan berupa tindakan,
baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang
merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan
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sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Kontitusi Nomor 08/PMK/2006

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah

Kontitusi Nomor 08/PMK/2006 menjelaskan bahwa putusan
sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan
yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila terdapat
kepentingan hukum yang mendesak, yang apabila pokok
permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum
yang lebih serius dan kewenangan yang dipersoalkan itu
bukan merupakan pelaksanan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Bahwa berdasarkan point tersebut diatas, oleh karena

permohonan ini berkaitan dengan sengketa kewenangan
lembaga negara, maka secara konstitusional Mahkamah
memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai
dengan ada putusan mahkamah.

D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

3 2

Bahwa MRP/MRPB dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis
Rakyat Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. Selanjutnya, Pengesahan Pengangkatan Pemohon
sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Masa
Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 161.91 — 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa dalam konteks Otonomi Khusus di tanah Papua,
MRP/MRPB merupakan lembaga negara yang kewenangan
konsitusional diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), 18B ayat
(1) UUD 1945 Pasal 1 huruf d dan f UU Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah di revisi
sebagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dan menjadi Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua.

. Bahwa adanya perubahan amandemen kedua UUD 1945, secara
konstitusional Pemerintah Indonesia telah mengakui dan
menghormati keberadaan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 18,
Pasal 18A ayat (1), 18B ayat (1) UUD NRI 1945.

. Bahwa Bentuk satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus
atau istimewa dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya
secara tegas oleh Undang-Undang Dasar sehingga eksistensinya
sangat kuat secara konstitusional. Sehingga keberadaan unit
satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa harus
pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah
dalam arti yang lebih luas.

. Bahwa untuk mewujudkan komitmen Negara Republik Indonesia
dalam penyelengaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
telah membuat Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR melalui
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) Nomor IV/IMPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan
dalam Penyelengaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus
2000 yang merekomendasikan pada point (1): UU tentang
otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh dan Irian Jaya,
sesuai amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IVIMPR/1999 Tentang Garis-garis Besar haluan Negara Tahun
1999/2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001
dengan mempernatikan aspirasi Masyarakat daerah yang
bersangkutan.

. Dengan demikian, Para Pemohon (MRP dan MRPB) yang didirikan
berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan melalui Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)
Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam
Penyelengaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus 2000 jo.
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UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang
Majelis Rakyat Papua memiliki kepentingan langsung terhadap
kewenangan yang dipersengketakan.

. Bahwa susunan kedudukan, keanggotaan dan wewenang Para
Pemohon diatur lebih lanjut dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Papua yang pengaturannya diatur dalam
Bab V tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan yang terdiri dari
Bagian Kesatu mengatur hal yang Umum sebagaima diatur dalam
Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2001; Bagian Kedua mengatur mengenai
Badan Legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2001, Bagian Ketiga mengatur
mengenai Badan Eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 11
sampai dengan Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2001; dan Bagian
Keempat mengatur MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 19
sampai dengan Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2001.

. Bahwa adapun yang diatur dalam Bagian Keempat mengenai
Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 21
Tahun 2001 sebagai berikut :

a. Pasal 19 ayat (1): MRP beranggotakan orang-orang asli Papua
yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-
wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing seperti dari
total anggota MRP; Ayat (2) Masa Keanggotaan MRP adalah 5
tahun; ayat (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
perdasus; ayat (4) Kedudukan Keuangan MRP ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 20 ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:
(a). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal
calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
(b). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Rl utusan daerah
Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP; (c). Memberikan
pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus
yang diajukan oleh DPRP bersama dengan Gubernur; (d)
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Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap
rencana perjanjian kerasama yang dibuat oleh pemerintah
maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku
di provinsi Papua khsusus yang menyangkut perlindungan hak-
hak orang asli papua; (e). Memperhatikan dan menyalurkan
aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama,
perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut
hak-hak orang asli papua, memfasilitasi tindak lanjut
penyelesaiannya; dan (f). Memberikan pertimbangan kepada
DPRP, Gubernur, DPRP Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota
mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindunga hak-hak
orang asli papua.

Ayat (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus.

. Pasal 21 ayat (1): MRP mempunyai hak: (a) Meminta
keterangan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak
orang asli papua; (b). Meminta peninjauan kembali perdasi
atau keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan
perlindungan hak-hak orang asli papua; (c). Mengajukan
rencana anggaran belanja MRP kepada DPRP sebabagi satu
kesatuan dengan anggran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi Papua; dan (d). Menetepakan peraturan tata tertib
MRP.

Ayat (2): Pelaksanaan hak sebagaimana dimaskud pada ayat
(1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.

. Pasal 22: Ayat (1) Setiap anggota MRP mempunyai hak:
(a). Mengajukan pertanyaan; (b). Menyampaikan usulan dan
pendapat; (c). Imunitas; (d) Protokoler; dan (e) Keuangan atau
administrasi. Ayat (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur daam peraturan tata tertib MRP, dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

. Pasal 23: ayat (1) MRP mempunyai kewajiban: (a).
Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
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Repubik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi
Papua; (b). Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta menaati segala perundang-undangan; (c).
Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan
budaya asli Papua; (d). Membina kerukunan kehidupan
beragama; dan (e). Mendorong pemberdayaan perempuan.
Ayat (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

f. Pasal (24): Ayat (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh
anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat
perempuan.

Ayat (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarakan Peraturan
Pemerintah.

g. Pasal (25): Ayat (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam pasal (24) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri
Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

Ayat (2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peratuan
Pemerintah.

9. Bahwa selain tugas dan kewenangan yang khusus yang diberikan
oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut di atas, ada kewenangan
yang lain yang diberikan kepada MRP sebagaimana diatur dalam
Bab XXIV tentang Ketentuan Penutup sebagaimana diatur dalam
pasal 76 dan pasal 77. Adapun pasal-pasal tersebut sebagai
berikut :

a. Pasal 76: Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi
dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial
budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan
ekonomi dan pengembangan dimasa depan.
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b. Pasal 77: Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat
diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan
DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

10.Bahwa Pengesahan Pengangkatan Pemohon | sebagai Pimpinan

11

E.

dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan
2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
161.91 — 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017. Dan
Pemohon Il sebagai Pimpinan dan Anggota MRPB berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92-8564 Tahun
2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat
Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Tertanggal 16 November 2017, Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 161.92-775 Tahun 2020 Tentang Pengesahan
Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Tertanggal 6 Mei 2020
dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92-4023
Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti
Antarwaktu Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 Tertanggal 26 November
2020,

.Bahwa dengan demikian, karena para Pemohon (MRP dan MRPB))

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 (f) PMK No. 08/PMK/2006
adalah Lembaga Negara yang dapat menjadi pemohon dalam
perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah pemerintah
daerah dimana lembaga MRP/MRPB dalam UU OTSUS masuk
dalam rumpun pemerintah daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat merupakan lembaga negara yang kewenangannya
diatur dalam UUD 1945 sehingga Termohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa kewenangan
lembaga negara dalam kaitan usulan Perubahan Kedua Undang-
Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Kedudukan Hukum Legal Standing Termohon
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1. Bahwa memperhatikan perubahan pertama Undang-Undang Dasar
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan
bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bahwa Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur :
Ayat (1) berbunyi:
‘Negara Kesatuan negara Republik dibagi atas daerah-daerah
Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”;

Ayat (2) berbunyi :

‘Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintanan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan”;

Ayat (3) berbunyi :

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki dewan perwakiian rakyat daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”;

Ayat (4) berbunyi :

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis;

Ayat (5) berbunyi :

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintah pusat; (Ayat 7): susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.

3. Bahwa dalam Pasal 18A ayat (1) mengatur hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
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dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.

. Pasal 18B ayat (1) : negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang; dan Ayat (2) negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

. Pasal 20 ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasan
membentuk undang-undang; Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan; Pasal 21: anggota dewan perwakilan rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang.

. Bahwa memperhatikan Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) dan
Pasal 18 B ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan
Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bersama-sama
DPR adalah pembentuk Undang-Undang sehingga Termohon
berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (d) PMK No. 08/PMK/2006 adalah
Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon
dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga
negara adalah Presiden sehingga dalam permohonan ini Presiden
memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa
kewenangan lembaga negara dalam pembahasan Perubahan
Kedua Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua.

. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DISENGKETAKAN

. Bahwa Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah UU
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum negara. Acuan Pancasila sebagai sumber segala sumber
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hukum termasuk kedalamnya dalam membuat peraturan
Perundang-undangan;

. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan menyatakan
“penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis
negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila’. .

. Bahwa hak-hak asli Masyarakat Papua adalah bagian dari nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila yang harus terpenuhi dan
sejalan ketika pemenuhan hak sipil politiknya dan pemenuhan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk kedalamnya saat
pembuatan serta perubahan (revisi) atas suatu produk perundang-
undangan termasuk kedalamnya perubahan atas UU Nomor 21
Tahun 2001 tengtang Otonomi Khusus;

. Bahwa dalam Pasal § UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan asas
dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus
berdasarkan pada asas :

a) kejelasan tujuan;

b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d) dapat dilaksanakan;

e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f) kejelasan rumusan; dan

g) keterbukaan.
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5. Bahwa dalam penjelasan 5 huruf (b) UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan
‘vang dimaksud dengan kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat adalah setiap jenis Peraturan Perundang-undangan
harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk
Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan
Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang’.

6. Bahwa kelembagaan atau pejabat pembentuk  harus
mengikutsertakan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 96
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan
Perundang-Undangan yang dilakukan secara terbuka (transparan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (g) yang menyatakan:
‘dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan’”.

7. Bahwa saat perumusan dan pembuatan suatu produk perundang-
undangan harus mengikutsertakan (partisipasi) seluruh pihak yang
berkepentingan sebagai suatu proses pembuatan yang terbuka
(transparan) yang mengakomodir seluruh kebutuhan sebagai
prasyarat pemenuhan jawaban atas permasalahan yang mucul
yang membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa suatu langkah afirmasi bagi rakyat Papua vyang
dimanifestasikan menjadi suatu produk hukum setingkat undang-
undang untuk mendapatkan hak menentukan nasib sediri secara
terbatas dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya
sebagaiaman diatur dalam konvensi internasional dan dalam
konstitusi Negara Republik Indonesia adalah suatu keharusan:

9. Bahwa langkah afirmasi bagi rakyat Papua meliputi hak untuk
menentukan nasib sendiri (self determinasion) guna mendapattkan
pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya;
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10.Bahwa Pengadilan Internasional hak untuk menentukan nasib

1.

sendiri (The Right of Self-Determination) mengacu pada dua
opini petunjuk kepada “hak untuk menentukan nasib sendiri”
sebagai prinsip hukum dan tidak sekedar aspirasi politik [Legal
Consequences of States of the Continued Presence of South Africa
in Namibia (South East Africa) notwithstanding Security Council
Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, Laporan I.C.J. 1971, hal
16, di hal. 31; Western Sahara, Advisory Opinion, Laporan |.C.J.
1975, hal. 12.];

Bahwa Indonesia telah meratifikasi konvenan Ekonomi, Sosial dan
Budaya dengan catatan (reservasi) melalui UU No. 11 Tahun
2005. Indonesia menyatakan “Deklarasi”, yang berarti bahwa
negara menyetujui standar normanya namun tidak mengikatkan diri
secara hukum,;

12.Bahwa The Right of Self-Determination dalam Kovenan

Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya maksudnya
adalah Hak untuk menentukan nasib sendiri dengan karakter hak
bersama (kolektif) daripada hak individu, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 ayat (1) yang bersifat umum pada Kovenan
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan bahwa
hak ini menyertakan hak semua orang untuk ‘bebas mengejar
perkembangan ekonomi, sosial dan budaya’;

13.Bahwa dalam konteks hak asasi manusia membantu untuk

berfokus pada aspek “internal’ penentuan nasib sendiri, yaitu
mengenai hubungan antar manusia dengan negara mereka
sendiri. Aspek ‘internal’ penentuan nasib sendiri menegaskan
arti penting dari ‘partisipasi’, baik partisipasi polittk maupun
populer.

14.Bahwa hak Partisipasi berdasarkan Deklarasi Hak atas

Pembangunan 1986 dan Deklarasi Wina dan Program Aksi
1993 adalah Aspek penentuan nasib sendiri yang ‘internal’ ini tidak
hanya partisipasi politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25
Kovenan hak-Hak Sipil dan Politik, namun aspirasi yang lebih
luas sebagai unsur penting dari hak atas
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pembangunan/perkembangan (right to development),
sebagaimana diakui dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan 1986
dan Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 [A. Rosas, Hak atas
Pembangunan, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause dan Allan
Rosas (eds), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Buku Teks, Revisi
Kedua, Raoul Wallenberg Institute dan Kementerian Hukum dan
HAM (Terjemahan), hal. 128];

15.Bahwa Deklarasi Hak atas Pembangunan/Perkembangan 1986
memuat unsur-unsur hak individu dan kelompok, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa penerima hak adalah “setiap
manusia” dan “semua orang”. Kelompok Kerja PBB bidang Hak
atas Pembangunan (19930-1995) menyebut bahwa penerima hak
tidak hanya “individu” maupun “orang-orang”, tetapi “kelompok”,
termasuk mencakupi “kelompok minoritas”™;

16.Bahwa kandungan penting dari right to development adalah
penekanan pada pentingnya “partisipasi”, yang mengacu pada
partisipasi yang yang bebas (free), aktif (active) dan berarti
(meaningful). Bahwa perbaikan kesejahteraan “seluruh penduduk
dan semua individu” dilakukan atas dasar partisipasi mereka, yang
tidak adanya dalam aspek perkembangan tetapi juga dalam
‘pembagian secara adil manfaat yang dihasilkannya”. [Deklarasi
Hak atas Pembangunan 1986 - Pembukan para 2, Pasal 2 ayat (1),

Q)l;

17.Bahwa bentuk lain dari affirmasi bagi rakyat Papua dalam
menentukan nasibnya sendiri dalam bentuk berpartisipasi yang
berbasis pada hak hak (rights based approach) yang merupakan
kerangka konseptual untuk proses pembangunan manusia yang
secara normatif merujuk pada standar-standar HAM internasional
dan secara operasional ditujukan untuk memajukan dan melindungi
HAM. Pendekatan ini utamanya menganalisa ketidakadilan yang
merupakan ‘jantung’ dari masalah-masalah pembangunan dan
menangani praktik-praktik diskriminatif dan disrtibusi yang tidak adil
dalam proses pembangunan;

18.Bahwa pendekatan berbasis HAM akan memfasilitasi fokus yang
tajam atas hasil, sesuai dengan standar HAM dengan proses
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pembangunan yang partisipatif dan inklusif.” Dengan demikian,
pendekatan hak (rights based approach) merupakan metodologi
yang digunakan untuk mengarusutamakan HAM dalam
pembangunan. Pendekatan ini merujuk pada semua proses
pengintegrasian HAM dalam perencanaan program pembangunan
dan pelaksanaannya.

19.Bahwa arah utama dari pendekatan berbasis hak adalah memberi
pengaruh bagi adanya akuntabilitas dan keseimbangan dalam
proses pembangunan, antara masyarakat sebagai pemegang hak
dengan negara sebagai pemangku tanggung jawab yang
berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.
Pendekatan ini pun memberi ruang dan kesempatan yang luas
kepada masyarakat, terutama untuk turut berpartisipasi,
berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan dalam segala
aspek yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-niiai
penghormatan dan pemajuan HAM, baik hak sipil dan politik
maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.®

20.Bahwa pendekatan berbasis hak asasi diyakini akan membawa
proses pembangunan ke arah perubahan yang lebih efektif, lebih
berkelanjutan, lebih rasional, dan lebih sungguh-sungguh karena
akan meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan akuntabilitas,
dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab
negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas
pembangunan. Hal inilah yang menjadi dasar pikiran digunakannya
pendekatan berbasis hak asasi manusia atas pembangunan:
bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang diatur dalam hukum HAM
harus selalu menjadi landasan dasar bagi setiap institusi
pembangunan di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.
Pendekatan berbasis hak asasi menjadi penting dalam konteks
pembangunan  karena berpotensi untuk memberdayakan
masyarakat;’

21.Bahwa pendekatan berbasis hak asasi mengakui bahwa proses-
proses yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan

" https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/information_note 5-human_rights-

based_approach.pdf
® Komnas HAM, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, hal. 17.

¥ Ibid., hal. 18.
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adalah sama pentingnya dengan tujuan pembangunan itu sendiri.
Pendekatan berbasis hak asasi secara khusus menekankan akan
pentingnya menjamin partisipasi secara aktif dan informatif dari
masyarakat dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan
dari strategi pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
partisipasi bukan hanya berharga sebagai suatu cara untuk
mencapai tujuan, namun partisipasi adalah hak asasi yang
fundamental. Partisipasi yang efektif dari masyarakat membutuhkan
adanya mekanisme dan pengaturan tertentu pada berbagai
tingkatan pengambilan keputusan untuk mengatasi hambatan yang
dihadapi, baik oleh individu, masyarakat, maupun kelompok-
kelompok termarjinalisasi pada umumnya, untuk mengambil peran
aktif dalam kehidupan masyarakat;'°

22.Bahwa dengan demikian, menjalankan pendekatan berbasis hak
asasi atas pembangunan, pada dasarnya merupakan upaya
melakukan perubahan untuk memajukan hak sipil, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya dalam masyarakat. Hal ini menjadi
dimungkinkan karena pendekatan berbasis hak asasi menuntut
adanya perubahan menyangkut soal kebijakan sosial dan ekonomi,
hukum, alokasi sumber daya, sikap dan tindakan, praktik-praktik
institusional, pemantauan, partisipasi, kontribusi, dan
pemberdayaan masyarakat;''

23.Bahwa terkait dengan inisiatif pemekaran wilayah di Propinsi Papua
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan inisiatif dan/atau
pengusulan perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus sebagaimana yang diatur dalam 77 UU Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi khusus merupakan kewenangan
yang dimilki oleh MRP, bukan pemerintah pusat;

24 Bahwa sesuai dengan hak kewenangan yang diberikan oleh pasal
77 kepada Rakyat Provinsi Papua tersebut yang berkaitan dengan
usul perubahan UU No. 21 Tahun 2001, Pemohon telah melakukan
kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi Khusus Papua yang
telah dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dengan melibatkan

"% Ibid.,hal. 21.
" Ibid.,hal. 23.
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seluruh komponen Orang Asli Papua dan Tujuan pelaksanaan
Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dan Rakyat Orang
Asli Papua sebagai berikut :

a. Mendengarkan aspirasi Orang Asli Papua baik yang berada di
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Daerah Lain di
Indonesia dan di luar negeri tentang penilaian terhadap
implementasi otonomi Khusus Di Tanah Papua.

b. Memperoleh gambaran bersama tentang keberhasilan dan
kegagalan kebijakan Otonomi Khusus dalam menjaga jatidiri
Orang Asli Papua dan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli
Papua.

c. Membahas dan menentukan pilihan Bersama tentang
kebijakan yang bermartabat dan tepat dalam menentukan
nasib Orang Asli Papua.

25.Bahwa Kekhususan dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,
terdapat Dua Puluh Empat kewenangan khusus dalam perspektif
implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi. Adapun daftar kewenangan khsusus yang diamanatkan
dalam Otsus Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dapat memiliki lambang daerah dalam bentuk bendera dan
lagu sebagai panji kebesaran dan simbol kultural.

2. Kerjasama dengan lembaga atau Badan Luar Negeri,

bertujuan memajukan pendidikan, peningkatan investasi,

dan mengembangkan pariwisata.

Pembentukan MRP.

Pengangkatan 1 % anggota DPRP.

Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua.

Membentuk Partai Politik.

Kewajiban Parpol untuk meminta pertimbangan MRP dalam

hal seleksi dan rekruitmen politik partainya.

8. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat.

9. Perlindungan terhadap hak kekayaan inteletual Orang Asli
Papua.

10. Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc.

M@ o o
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11.Dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau
luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran daerah.

12.Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi.

13. Pengangkatan Kapolda dengan persetujuan Gubernur.

14.Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan
persetujuan Gubernur.

15.Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan
penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi
Papua.

16.Memberlakukan kebijakan kependudukan.

17.Penempatan transmigrasi dengan persetujuan Gubernur.

18.0rang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan
dan diutamakan mendapatkan pekerjaan.

19. Pengakuan terhadap peradilan adat.

20.Dibidang peradilan, Orang Asli Papua memperoleh
keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim dan Jaksa.

21.Membentuk Lembaga Independen untuk penyelesaian
sengketa lingkungan.

22.Pemberian jaminan hidup yang layak kpd penduduk yang
menyandang masalah sosial.

23.Penanganan khusus bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan
terabaikan.

24 Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi
dilakukan atas persetujuan.

26.Bahwa Para Pemohon menilai bahwa untuk melakukan perubahan
Kedua UU No. 21 Tahun 2001, ternyata dari 24 kewenangan yang
diberikan oleh UU Otsus ternyata hanya 4 kewenangan saja yang
dapat dilaksanakan. Sedangkan 20 Kewenangan lainnya ternyata
sama sekali belum dilaksanakan. Untuk itu, menurut Pemohon
secara konstitusional, MRP yang diberikan kewenangan bersama-
sama DPRP oleh UU Otsus untuk dan atas nama Rakyat Provinsi
Papua mengajukan usulan perubahan kepada DPR atau
Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi
undang-undang. Dalam kaitan dengan pelaksanaan UU No. 21
Tahun 2001, dapat dilihat dalam matrix UU Otonomi Khusus yang
belum dapat dilaksanakan dibawah ini :
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Matrix : Mengenai Pelaksanaan Pasal Khusus Dalam Undang-

Undang Otonomi Khusus

dilaksanakan.

Papua

Yang Tidak dapat

No.

Aspek Khusus Yang Diatur

]PasaI!Ayat

Keterangan

01

Provinsi Papua Mempunyai Bendera,
Lambang,

Dan Lagu Sendiri

Bab Il
Pasal 2

Tidak Terlaksana

02

Hak Asasi Manusia Dengan
Pembentukan

HAM, Dan

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan l

|

Pasal 45, Pasal
46, dan Pasal 47

Tidak Terlaksana

03

Pembentukan Legislative Provinsi Papua
Sebagaimana Nomenklatur DPRP
Dengan

Penambahan Jumlah Anggota 1% Kali
Jumlah

Anggota DPRD Provinsi Papua

045-

Pembentukan Majelis Rakyat Papua
Yang

Asli Papua

Merupakan Representasi Kultur Orang |

Pasal 6

Terlaksana

Pasal 5

,‘ Terlaksana

Pemerintah Provinsi Papua Dipimpin
Seorang Kepala Daerah Sebagai
Kepala Eksekutif Yang Disebut
Gubernur Dengan Dibantu Wakil

Pasal 11 dan
12

Terlaksana

Gubérnur ;(ang Mempunyai
Persyaratan Adalah

Orang Asli Papua
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06 |

) Penduduk Di Provinsi Papua Dapat \

Membentuk Partai Politik E
Dengan Proses Rekrutmen i
Politik
Dilakukan Dengan Memprioritaskan
Masyarakat
Asli Papua Dengan Cara
Partai Politik Waijib

Meminta Pertimbangan Kepada MRP

Pasal 28

Tidak Terlaksana

07

Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc
Dalam Rangka Efektivitas
Pembentukan Dan

Pelaksanaan Huku Di Provinsi Papua

Pasal 32

Tidak Terlaksana

08

Keuangan, Penerimaan Khusus
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Yang Besarnya

Setara Dengan 2% (Dua Persen)
Dari Dana

Alokasi Umum Nasional

Pasal 34

09

Pengangkatan Kapolda Papua
Oleh KAPOLRI

Dilakukan Dengan Persetujuan ]
Gubernur '

Pasal 48

Terlaksana

| Tidak Terlaksana

10

Pengangkatan Kepala Kejaksaan
Tinggi Provinsi

Papua Dilakukan Oleh Jaksa
Agung RI Dengan

Persetujuan Gubernur

* Pasal 52

Tidak Terlaksana

11

Peradilan Adat Dan Pengadilan Adat

Pasal 50

12

Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua‘_” |

Dapat |
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Dibentuk

Lembaga

Indenpenden

13

Persetujuan MRP.

U

Menyelesaikan Sengketa Lingkuangan

Perdasus Dibuat Dan Ditetapkan Oleh i
DPRP Bersama-Sama Gubernur
Dengan Pertimbangan Dan

Pasal 29

Terlaksana,
namun tidak
konsisten karena
dalam banyak
kasus
pertimbangan dan

| persetujuan MRP

diabaikan oleh
DPRP dan
Pem.Prov.Papua. |

Tidak Terlaksana

27

Orang Asli Papua Berhak | Pasal a;;wat 2 62
Memperoleh Kesempatan .
Dan Diutamakan Untuk

Mendapatkan Pekerjaan Dalam
Semua Bidang Pekerjaan Di Wilayah
Provinsi Papua

Berdasarkan Pendidikan
Dan Keahliannya

.Bahwa untuk memenuhi hak dan kewenangan konstitusionalnya

dalam rangka usulan perubahan UU Otonomi Khusus Bagi Propinsi
Papua, maka Pemohon | melakukan Rapat Dengar Pendapat
Wilayah Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua Tentang
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Adapun
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan
Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan pada 17-18 November
2020. Agenda utama Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis
Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua dimaksudkan untuk
Menerima Aspirasi Orang Asli Papua Terkait Pasal 77 UU Nomor
21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan
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Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan di 5 (lima) Wilayah Adat
yang sebagai berikut :

a. Wilayah Adat Tabi di Kabupaten Jayapura;

b. Wilayah Adat Saireri di Kabupaten Biak;

c. Wilayah Adat Anim Ha di Kabupaten Merauke;

d. Wilayah Adat La Pago di Kabupaten Jayawijaya; dan
e. Wilayah Adat Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.

28.Bahwa Pemohon |l juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat
Wilayah Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua Tentang
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Adapun
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan
Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan pada bulan November
2020. Agenda utama Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis
Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua dimaksudkan untuk
Menerima Aspirasi Orang Asli Papua di Provinsi Papua, terkait
Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Maijelis
Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan di 2
(dua) Wilayah Adat Bomberai dan Domberai.
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Tujuh Wilayah Adat di Tanah Papua

Wialayah Adat 111 ) rre—

BOMBERAI . Wilayah adat Il
19 Suku SAIRERI *

.
\® 31 Suku
- .
- .
l e

Wilayah Adat |
MAMTA

B7 Suku

Wilayah Adat IV ,' - e ...,.‘ “
DO?QBERA‘ ~ Wilayah Adat VI /% n
5 uku o -
MEE -PAGO 7 o

11 Suku £ 4

Legend

Wilayah Adat V

/™" BATAS WILAYAH SUKU H»::?rllm ;
/\/ BATAS NEGARA

Sumber: Twitter | Love Papua 2013.

29.Bahwa adapun situasi dan kondisi terkait dengan menerima
aspirasi orang asli Papua (RDP) pada 5 (lima) wilayah adat
tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Tabi

1. Bahwa Tim Kerja RDP Majelis Rakyat Papua dari Wilayah Adat
Tabi telah bekerja mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka
pelaksanaan RDP pada tanggal 17- 18 November 2020 di Hotel
Horex Sentani tanpa masalah. Segala sesuatu disini bermakna
kesiapan Tim Kerja RDP MRP sendiri, Peserta RDP, Tempat
Kegiatan, dan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah
Kabupaten dan Aparat Kepolisian dan TNI. Kesiapannya
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memungkinkan untuk pelaksanaan RDP Wilayah adat Tabi dapat
dilakukan dalam keadaan Aman, Damai, dan Kondusif.

Pada tanggal 17 November 2020 ketika Tim Kerja RDP Wilayah
Adat Tabi sudah siap menerima Aspirasi Rakyat, Namun Aparat
Keamanan (TNI/Polri) sudah mengepung Hotel Horex Sentani dan
membatalkan seluruh kegiatan yang sudah siap dilaksanakan,
sehingga Tim RDP Wilayah Adat Tabi bekerja dengan cara lain,
yaitu menerima Aspirasi tertulis, baik yang Hard Copy maupun Soft
Copy, akhirnya Kegiatan RDP Wilayah Adat Tabi tidak dapat
dilanjutkan.

Namun sangat disayangkan, Tim RDP Wilayah Adat Tabi tidak
dapat lagi meneruskan Kegiatan RDP karena pendekatan represif
aparat keamanan, sehingga RDP tidak terlaksana dan hasil yang
dapat diterima bukan merupakan hasil melalui RDP melainkan hasil
on-line per SMS/WA Inbox.

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Saireri

1.

Bahwa melaksanakan RDP tersebut, disepakati tempat tinggal Tim
Pelaksana RDPW Saireri difokuskan di 2 (dua) tempat, yaitu a)
Anggota MRP di Hotel Agung, b) Staf Sekretariat di Hotel Intsia,
sekaligus dijadikan sebagai sekretariat dan pusat koordinasi. Rapat
Tim Pelaksana RDPW

Untuk kegiatan di wilayah adat Saireri dihadiri oleh Koordinator,
Moderator, dan Anggota Tim dan Staf di Rumah Makan Furama
pada minggu malam November. Dalam rapat ini dibahas rencana
kegiatan dan anggaran serta pembagian tugas. Terkait dengan
kegiatan RDPW, Tim sepakat untuk menunggu Bupati yang akan
datang dari Jakarta yang terlebih dahulu sudah bersepakat bahwa
kegiatan RDPW akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20
November 2020. Saat rapat Tim di Furama, ada 2 staf yang
kembali ke Hotel Intsia untuk mengambil notebook untuk kerja
bersama di Furama, tetapi ketika sampai di Intsia, mereka melihat
4 orang berbadan tegap sedang menginterogasi Reseptionis,
dengan bahasa tubuh yang intimidatif, sehingga kedua staf wanita
ini takut untuk turun dari mobil dan kemudian kembali ke Furama
lalu melaporkan dalam rapat tim yang sedang berlangsung. Rapat
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Koordinasi Tim pada Senin, 16 November 2020 di Hotel Intsia
menetapkan a) Anggota MRP Edison Tanati, Lenora Wonatorey
dan Panus Werimon untuk berangkat dengan kapal cepat pada
Senin siang menuju Waropen dan Yapen untuk menjemput Peserta
RDPW dan mendampingi Peserta RDPW menuju Biak; b) Tim
bersepakat untuk mengantarkan surat pemberitahuan sekaligus
beraudiensi dengan Kapolres, Dandim, Danrem, dan Kepala
Kesbangpol Biak Numfor; c) Tim juga menginventarisir beberapa
tempatyang representative untuk dijadikan tempat pelaksanaan
RDPW, seperti hotel Mapia, hotel Asana, SKB, rumah makan Asia,
Aula Yasokabi dan bersepakat untuk melakukan survei secara
bersama-sama; d) Tim Pelaksana RDPW Saireri mendatangi
Polres Biak Numfor, yang saat itu bertepatan dengan kehadiran
Dandim dan Kepala Kesbangpol, sehingga disepakati agar
langsung digelar pertemuan. Melalui pertemuan ini, Tim
Pelaksana RDPW Saireri dapat mengklarifikasi issu-issu yang
beredar liar di luar tentang RDPW. Dalam kesempatan yang sama,
Kapolres dan Dandim menyatakan mendukung pelaksanaan RDP
Wilayah dan hendaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
Maklumat Kapolda Papua (Notulensi terlampir); €) Pada senin sore,
kepala kesbangpol memanggil Koordinator RDPW untuk bertemu
di Kantor Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor untuk menggali
informasi teknis penyelenggaraan kegiatan. Koordinator menelpon
anggota Tim untuk bergabung dalam Rapat jam 19.00 Wit malam,
dimana bukan saja dari Kesbangpol yang hadir, tetapi juga Satgas
Intel dari berbagai Kesatuan yang bertugas di Kabupaten Biak
Numfor.

. Dalam kegatan tersebut, Koordinator menjelaskan bahwa
persiapan teknis tempat penginapan dan kegiatan telah disurvei
dan negosiasi, sehingga diharapkan Kesbangpol hanya melakukan
monitoring saja; f) Pada Selasa, 17 November 2020, Tim
Pelaksana RDPW Saireri melakukan survey tempat penyelenggara
kegiatan yaitu ke SKB di Ridge |, Hotel Mapia, dan Hotel Intsia
sendiri. Tetapi pihak hotel menyampaikan kepada Tim Pelaksana
bahwa bila MRP mau menggunakan hotel harus ada surat ijin dari
Kepolisian; g) Pada Selasa 17 November 2020, sekitar jam 19.30
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WIT malam kapal cepat yang ikut membawa Peserta RDPW Saireri
dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen tiba di
Pelabuhan Biak tetapi dihadang oleh kurang lebih 100-an personel
pasukan gabungan dari TNI AU, TNl AL, TNI AD, POLRI dan
Satpol PP. Peserta RDPW diminta untuk tetap diatas kapal, dan
kapal harus membawa mereka kembali ke Kabupaten asal. Tim
Pelaksana RDPW bertemu dengan Bupati Biak Numfor pada jam
22.00 s/d 23.00 Wit malam untuk bernegosiasi agar peserta dapat
diturunkan untuk diinapkan di hotel Mapia, lalu besoknya berangkat
kembali ke Yapen dan Waropen. Negosiasi terus dilakukan tetapi
pihak keamanan tetap bersikeras sampai kemudian akhirnya
disepakati untuk peserta masuk hotel jam 03.00 Wit dini hari; h)
Pada Rabu, 18 November 2020, Tim Pelaksana RDPW berkumpul
dan membahas situasi yang berkembang di rumah lbu Yuliana
Wambrauw, dimana sesuai dengan komunikasi dengan Bupati
yang menindaklanjuti pertemuan semalam. Pada tanggal 17-18
November 2020 RDP Wilayah Adat Saireri tidak dapat dilaksanaka
karena Bupati Biak Numfor akan menggelar RDP untuk Peserta
dari unsur adat, perempuan dan agama, kemudian hasilnya akan
diserahkan kepada MRP. Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten
Waropen dan Kepulauan Yapen dipulangkan dengan kapal cepat
siang itu, didampingi Edison Tanati dan Panus Werimon; Tim
Pelaksana RDPW Saireri menggelar RDP secara parsial, yaitu
untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh Edison Tanati,
Kabupaten Kepulauan dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan
Kabupaten Supiori dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil
RDPW Saireri secara parsial per Kabupaten sedang dikompilasi
untuk diserahkan secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu,
18 November 2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus
untuk Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil
Ketua | DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasinya dibacakan
sebagai masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33
item atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan
terlampir). Pada tanggal 17-18 November 2020 RDP Wilayah Adat
Saireri tidak dapat dilaksanaka karena Bupati Biak Numfor akan
menggelar RDP untuk Peserta dari unsur adat, perempuan dan
agama, kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MRP. Peserta
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RDPW Saireri dari Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen
dipulangkan dengan kapal cepat siang itu, didampingi Edison
Tanati dan Panus Werimon; Tim Pelaksana RDPW Saireri
menggelar RDP secara parsial, yaitu untuk Kabupaten Waropen
dilaksanakan oleh Edison Tanati, Kabupaten Kepulauan
dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan Kabupaten Supiori
dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil RDPW Saireri
secara parsial per-Kabupaten sedang dikompilasi untuk diserahkan
secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu, 18 November
2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus untuk
Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil Ketua |
DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasinya dibacakan sebagai
masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33 item
atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan
terlampir).

Tim RDP Wilayah Adat Saireri tidak dilaksanakan sebagaimana
rencana kegiatan Tim Kerja RDP, namun dilaksanakan secara
segmentarian (parsial) per kabupaten. Cipta kondisi yang
bersumber dari aparat keamanan membawah konsekuensi, bahwa
peluang konflik terbuka dapat terjadi di Biak sebagai pusat kegiatan
RDP-W Saireri tidak berjalan normal sebagaimana yang
direncanakan oleh Majelis Rakyat Papua.

c. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Anim Ha

1

Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja melaksanakan semua
mekanisme persiapan RDP-W. Anggota MRP, Staff Ahli dan Staff
Sekretariat MRP yang berjumlah 12 (dua belas) orang serta
Peserta RDP-W yang berjumlah 109 (seratus sembilang) orang
sudah berada di Merauke sebagai lokasi kegiatan.

Kegiatan RDP-W Anim Ha tidak terjadi pada tanggal ini karena 1)
tidak ada izin dari pihak keamanan untuk pelaksanaan RDP-W, dan
2) telah terjadi penangkapan terhadap Tim Kerja RDP-W Anim Ha
dan juga Peserta RDP-W oleh Polres Merauke yang ditahan
selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 17 — 18 November 2020. Selama
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ditahan di Polres Merauke terjadi proses penangkapan,
pemborgolan, dan interogasi.

3. Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja dengan mekanisme
pendekatan tidak langsung (quisioner) dijalankan sebagai cara
untuk mendapatkan dan atau memperoleh Aspirasi Rakyat Orang
Asli Papua. Tim Kerja RDP-W Anim Ha Kembali ke Jayapura
setelah mengamankan dan memastikan semua peserta RDP-W
Kembali ke kabupaten asalnya.

d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Adat La Pago

1. Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan Rapid Test sebanyak 3
(tiga) kali karena hasil test rapid yang pertama tidak diterima oleh
Bupati dan Tim Medis Kabupaten Jayawijaya, kemudian, Tim Medis
Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapid Test tahap kedua yang
menyatakan, bahwa hasilnya semua Tim Kerja RDP-W La Pago
reaktif corona, dan akhirnya karena Tim Kerja RDP-W La Pago
tidak puas maka Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan rapid test
ke-tiga di Rumah Sakit Dian Harapan yang hasilnya semua Tim
Kerja RDP-W La Pago negatif. Akhirnya, Tim advance dari Tim
Kerja RDP-W La Pagc berangkat lebih awal dan Tim Kerja RDP-W
La Pago lengkap berangkat ke Wamena dari sentani pada tanggal
15 November 2020. Setelah Tim Kerja RDP-W La Pago tiba di
Wamena, mereka dilarang keluar airport, sehingga bertahan di
airport Wamena selama 9 jam tanpa dengan makan dan minum
karena aparat keamanan dan 15 (lima belas) orang yang
mengklaim diri sebagai tokoh adat (tokoh milisi) melakukan
demonstrasi di depan pintu keluar airport. Akhirnya
pada hari itu juga Tim Kerja RDP-W La Pago Kembali ke Jayapura.

2. Tim Kerja RDP-W La Pago tidak melakukan kegiatan RDP-W pada
2 (dua) hari ini karena di lokasi RDP-W La Pago yang ada hanya
Tim Advance Tim Kerja RDP-W, sedangkan Tim Kerja RDP-W La
Pago lainnya berada di Jayapura.

3. Tim Kerja RDP-W La Pago selama berada di Jayapura, pada dua
hari kegiatan RDPW itu, terjadi dua kegiatan yang berbeda, yaitu
kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh Bupati Jayawijaya dan
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kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh kehendak Masyarakat
Adat pada lokasi yang berlainan. Namun hasilnya, belum dapat
diterima oleh Tim Kerja RDP-W La Pago.

e. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Mee Pago

t

Ketika Kunker Anggota MRP Wilayah Adat Mee Pago selama dua
kali perjalanan pada waktu yang berbeda (21 September 2020 dan
05 Oktober 2020), Bupati Kabupaten Dogiyai sudah bersedia dan
menerima Kabupaten Dogiyai sebagai Lokasi.

Pelaksanaan RDP-W. tanggal 07 dan 12 November 2020 Bupati
Dogiyai Melakukan Aksi penolakan RDP-W Mee Pago. Namun
Penolakan Bupati Dogiyai tidak diindahkan oleh Tim Kerja RDP-W
karena sudah memasuki minggu pelaksanaan RDP-W. sejak
tanggal 13 — 16 November 2020, Bupati Dogiyai melaksanakan
negosiasi dengan Bupati Nabire dan Tim Kerja RDP-W yang belum
ke lokasi kegiatan di Kabupaten Dogiyai, sehingga Bupati Nabire
berhasil keluarkan Surat Penolakkan dan atau pembatalan kegiatan
RDP-W Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.

Tim Kerja RDP-W Mee Pago tidak berada di lokasi RDP-W
(sekalipun persiapan sudah memasuki nilai 99,9%, dan yang belum
adalah nilai 0,01% untuk terima Aspirasi dalam RDPnya) karena
perintah pimpinan MRP dan Surat dari Bupati Nabire sebagai Ketua
Asosiasi Bupati Mee Pago dan karena itu, Rakyat Orang Asli
Papua Wilayah Adat Mee Pago melakukan kegiatan Rapat Rakyat
di Halaman Terbuka, Lapangan Theo Makai (hasilnya terlampir).
Tim Kerja RDP-W Mee Pago sudah berada di Nabire dan
melakukan evaluasi sedangkan Rakyat Orang Asli Papua Wilayah
Adat Mee Pago melakukan Rapat Rakyat di Halaman Sepak Bola
Theo Makai dengan mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi
Bersama setelah mereka melakukan Rapat koordinasi dan
konsolidasi antar peserta RDP yang hasilnya diumukan, bahwa Inti
Pernyataan sikap Rakyai Wilayah Adat Mee Pago adalah
“‘Menyatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Papua telah gagal maka ditolak dan segera
dicabut serta merekomendasikan keinginan Rakyat, yaitu
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Kemerdekaan Penuh Bagi Rakyat dan Tanah Papua Ke luar
Dari NKRI”.

. Bahwa Pemohon | sebagai lembaga negara didalam
penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibatalkan karena
adanya Intimidasi dan Penangkapan. Delegasi Majelis Rakyat
Papua yang hendak melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di kota
Wamena untuk wilayah adat La Pago, kota Deyai untuk wilayah
adat Mee Pago, kota Sentani untuk wilayah adat Tabi dan kota
Merauke untuk wilayah adat Anim Ha membatalkan pelaksanaan
Rapat Dengar Pendapat yang rencananya akan dilaksanakan pada
tanggal 17 dan 18 November 2020 karena dikhawatirkan akan
meletusnya kekerasan horizontal antara kelompok pro-pemerintah
dan pro-kemerdekaan, intimidasi dari aparat keamanan dan
kelompok pro NKRI, dan adanya penangkapan sewenang-wenang
yang diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya menghalangi dan Menghambat Tim MRP di Wamena:

e Pada tanggal 15 November 2020, enam puluh dua anggota
tim MRP pelaksana Rapat Dengar Pendapat di wilayah
adat Lapago mengalami diintimidasi dan dihalangi di
bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Delegasi MRP
tiba di bandara sekitar pukul 09.30 waktu Papua. Meski
demikian, mereka tidak dapat meninggalkan gedung
bandara karena anggota organisasi adat pemerintah LMA
(Lembaga Musyawarah Adat) dan milisi sipil Barisan
Merah Putih memblokir pintu masuk. Mereka menuntut
delegasi MRP membatalkan kegiatan RDP. Situasi
tersebut dilaporkan disaksikan oleh anggota militer dan
polisi.

e Setelah itu, rombongan MRP memanggil Bupati
Jayawijaya, Jhon Banua, serta perwakilan TNI. Namun,
tidak satupun dari mereka menjawab panggilan telepon.
Menurut informasi yang diterima, Kapolres Jayawijaya
Dominggus Rumaropen datang ke bandara dan
berbincang dengan rombongan. Perwakilan MRP meminta
pihak kepolisian mengamankan situasi, sehingga delegasi
bisa meninggalkan bandara dan mempersiapkan sidang
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RDP. Alih-alih melindungi delegasi MRP, Kapolres
Rumaropen meminta daftar nama delegasi dan kemudian
meninggalkan bandara. Tak lama kemudian, empat truk
militer dan lima truk polisi tiba di bandara tetapi gagal
mengambil tindakan apa pun untuk melindungi delegasi
atau meredakan situasi. Polisi dan militer tidak mengambil
posisi netral dalam masalah ini.

Merasa prihatin dengan eskalasi situasi dan pecahnya
kekerasan horizontal antara kelompok pro kemerdekaan
dan kelompok pro pemerintah, delegasi MRP mencarter
pesawat terbang dan terbang kembali ke Sentani,
kabupaten Jayapura. Mereka meninggalkan Wamena
sekitar pukul 17.00.

Pada tanggal 17 November 2020, Ketua dan anggota
Dewan Adat Papua Wilayah La Pago bersama masyarakat
setempat mengadakan rapat RDP wilayah adat Lapago di
Desa Kama, Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya.
Peserta RDP Dewan Adat Papua Wilayah La Pago
menyatakan bahwa otonomi khusus gagal mewujudkan
kesejahteraan dan  kehidupan  bermartabat bagi
masyarakat adat. Orang Papua di daerah Lapago menolak
perpanjangan status otonomi khusus dan justru menuntut
dilaksanakannya referendum kemerdekaan politik.

b. Tim MRP ditangkap secara sewenang-wenang di Merauke :

Pada tanggal 16 Agustus 2020, Tim MRP menyampaikan
surat pemberitahuan RDP kepada Bupati Kabupaten
Merauke, Kapolres Merauke, dan Dandim Merauke.
Kemudian pada tanggal 16 November 2020, delegasi
MRP Wilayah Adat Ha Anin memutuskan untuk
membatalkan pertemuan setelah mendapat itimidasi dari
Kapolres Merauke dan demostrasi damai dari sembilan
belas warga Merauke yang menolak RDP MRP di
Merauke dan menuntut perpanjangan dana otsus dan
pemekaran Provinsi Papua Selatan.
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Pada 17 November 2020, Kapolres Merauke bersama
aparat kepolisian dan TN| setempat secara sewenang-
wenang menangkap 87 orang, termasuk dua anggota
MRP, seorang tenaga ahli MRP, tujuh orang staf
sekretariat MRP dan perwakilan masyarakat sipil yang
datang ke kota Merauke untuk mengikuti rapat RDP.
Petugas polisi dan TNl menggeledah hotel dan menyita
dokumen, spanduk, dan materi lainnya, serta memborgol
lima orang, termasuk koordinator Tim MRP Amatus
Ndatipis. Penangkapan ini dilakukan di Hotel Grand
Mandala di Jalan raya Mandala, Hotel Valentine di Jalan
Parako, dan Rumah retreat Pankat di Jalan Angkasa.
Penangkapan ini terjadi setelah Tim MRP menyampaikan
surat pemeritahuan rencana RDP MRP kepada Bupati
Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke dan Dandim
Merauke. Semua tahanan dibawa dan ditahan di
Mapolres Merauke. Setidaknya lima tahanan, di antaranya
anggota MRP Amatus Ndapits dan pembela HAM Katolik,
Wensislaus Fatubun, diborgol setelah penangkapan.
Menurut para tahanan, petugas polisi gagal menyediakan
makanan dan air selama penahanan. Selain itu, para
tahanan dipaksa tidur bersebelahan di Aula kantor polisi
tanpa mengikuti tindakan pencegahan kesehatan
mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku.
Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji, menjelaskan
dalam wawancara dengan beberapa media bahwa
penangkapan dilakukan karena polisi mendapat informasi
bahwa rapat RDP juga sedang berlangsung untuk
membahas referendum kemerdekaan Papua.

Para tahanan dibebaskan pada 18 November sekitar
pukul 19.30, tetapi anggota polisi measih menahan uang
penunjang kegiatan RDP MRP, semua barang pribadi
milik anggota MRP atas nama Amatus Ndatipist, dan
Felisitas Kabagaimu, serta laptop dan barang pribadi milik
Wensislaus Fatubun. Barangbarang tersebut ditahan
untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai barang bukti,
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Pada tanggal 19 November 2020, polisi menyerahkan
kembali semua barang yang ditahan.

30.Bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan
kepada Gubernur Provinsi Papua melalui suratnya Nomor:
108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan
UU Nomo 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 yang
berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan
Papua Barat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai
berikut: (1) Pemerintahan cq. Kementerian Dalam Negeri
memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Provinsi Papua dan
segenap unsur masyarakat Papua yang telah berupaya
meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di
Provinsi Papua sebagai upaya peningkatan kesejahtareaan
masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua yang telah
berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, dengan capaian
kinerja yang semakin baik; (2) Berdasarkan hasil eveluasi
pemerintah, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan
Papua Barat yang diatur melalui Undnag-Undang Nomor 21 Tahun
2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan
kondisi kekiniaan dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga
mampu menjawab issue-issue aktual permasalahan dalam
implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini; (3) Disamping
itu, sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf ¢ angka 6 Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan undang-
Undang Nomor 35 tahun 2008, bahwa penerimaan dalam rangka
otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dana alokasi
umum nasional berlaku selama 20 tahun, yang berakhir pada
tahun 2021. (4) Berkenaan hal tersebut di atas, diminta kepada
pemerintah Provinsi Papua agar memnietakan pelaksanaan
kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU
No. 21 tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya surat Mendagri tersebut yang ditujukan kepada
Gubernur Provinsi Papua pada point 4 tersebut membuktikan
bahwa Kemendagri sama sekali berusaha tidak mengakui dan
menghormati hak dan kewenangan MRP yang secara
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31.

konstitusional dalam proses pengusulan Perubahan UU Nomor 21
Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 Tahun 2008. Atau bahkan
menghianati maksud pembentuk undang-undang Otonomi Khusus
dengan memberikan kewenangan khusus yang diakui dan
diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Ironisnya, bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan ke
mahkamah, Pemerintah cq. Kemendagri samasekali tidak
memberitahukan rencana usulan perubahan undang-undang
otonomi khusus kepada MRP yang merupakan lembaga resmi
negara yang masuk dalam rumpun pemerintahan daerah Provinsi
Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua. Padahal lembaga MRP yang
memiliki kewenangan khusus tersebut yang merupakan anak
kandung UU Otsus itu sendiri.

Bahwa kemudian atas Surat MENDAGRI Nomor: 108.2/6310/SJ
tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UJU Nomo 21
Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 yang berkaitan dengan
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diatas,
kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019, Gubernur Papua
memberikan Tanggapan atas Surat MEDAGRI dengan Nomor:
188.3/9940/SET, yang pada pokoknya mennyampaikan hal-hal
sebagai berikut: (a). Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
yang diberi nama Rancangan Undang-undang Pemerintah
Otonomi Khusus Bagi Provisi di Tanah Papua sebagaimana
disampaikan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR-RI melalui
Surat Presiden (SUSPRES) Nomor: 53/Pres/IX/2014 pada tanggal
18 September 2014 dengan berbagai pertimbangan yang
disampaikan oleh Pemerintah pada Rapat Kerja Badan Legislasi
Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dewan Perwakilan
Daerah republik Indonesia (DPD-RI) pada tanggal 6 Ferbruari
2015 dalam rangka penetapan Prolegnas tahun 2014-2015 dan
Prolegnas RUU Prioritas 2015 telah diputuskan bahwa RUU
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua ditunda
pembahasannya dan akan dimasukan dalam Prolegnas Prioritas
Tahun 2016 tapi sampai hari ini belum ditindaklanjuti.
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Hal ini menimbulkan kekecewaan, baik di kalangan Pemerintah
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat
Papua (MRP) dan Rakyat di Tanah Papua; (b). Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua sesuai ketentuan Pasal 77 dijelaskan bahwa: Usul/
Perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh Rakyat
Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau
Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Untuk
itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) sedang melakukan tahapan
konsolidasi dan konsultasi dengar pendapat di lima wilayah adat
(Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama
seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan
masukan yang tumbuh dari hati nurani Orang Asli Papua dalam
penyempurnaan proses revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Memperhatikan Surat Tanggapan Gubernur Papua terhadap Surat
MENDAGRI tersebut pada huruf (b) di atas, membuktikan bahwa
MRP sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi
dengar pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha,
La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi
Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari hati
nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU
No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Ironisnya, faktanya Pemerintah cq Kemendagri tidak menghargai
dan menghormati bahkan tidak memperdulikan Surat Tanggapan
Gubernur Papua dengan tetap terus menjalankan rencana
perubahan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

32.Bahwa dalam pembahasan Perubahan Kedua UU No. 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang saat ini dibahas di
DPR RI melalui Pansus RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua didasarkan pada Usulan Presiden Republik Indonesia yang
diajukan berdasarkan Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000
tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI
Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan
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Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan
prioritas utama. Usulan Perubahan dalam RUU tersebut hanya
terbatas pada Pasal 1 huruf a, Pasal 34 dan pasal 76 UU Nomor
21 tahun 2001. Untuk ketentuan Pasal 1 huruf a menjelaskan
pengertian Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 34, mengatur
tentang sumber penerimaan provinsi, kabupaten atau kota,
sumber pendapat asli provinsi Papua, Kabupaten atau kota; dana
perimbangan bagian provinsi Papua, kabuaten atau kota dalam
rangka otonomi khusus yang berkaitan dengan bagi hasil pajak,
bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum. Sedangkan
dalam ketentuan Pasal 76 diatur yang berkaitan dengan
pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan
atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan
sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya
manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di
masyarakat.

33.Bahwa adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang sedang dibahas di
Pansus DPR sebagai berikut :

a. Perubahan Pasal 1 huiuf a diubah sehingga Pasal 1 huruf a
berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 huruf a berbunyi :
Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di
wilayah Papua yang diberikan otonomi khusus dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diubah serta ditambahkan 7 ayat yaitu ayat 4, ayat 5, ayat
6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga Pasal 34
mengatur hal-hal sebagai berikut : ayat (1) sumber-sumber
penerimaan provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (2)
sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten atau kota:
ayat (3) dana perimbangan sebagaimana dimaskud pada
ayat 1 huruf dan penerimaan provisian dan kabupaten atau
kota; ayat (4) penerimaan dalam rangka otonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan
angka 5 berlaku selama 25 tahun; ayat (5) mulai tahun ke-
26, penerimaan dalam rangka otonomi khusus
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% untuk
pertambangan minyak bumi dan sebesar 50%
pertambangan gas alam; ayat (6) pembagian lebih lanjut
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
angka 4 dan angka 5 antara provinsi dan kabupaten atau
kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan
perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada
daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua; ayat
(7) penerimaan khusus dalam rangka pelaksaan otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
adalah untuk total seluruh provinsi dan kabupaten atau kota
di wilayah Papua dan berlaku selama 20 tahun terhitung
sejak undang-undang ini mulai berlaku; ayat (8) Pembagian
penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
antara provinsi dan antara kabupaten atau kota di wilayah
Papua dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah
kabupaten atau kota, distrik dan kampung atau desa atau
kelurahan, serta tingkat capaian pembangunan; ayat (9)
Kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, dan
pemerintah daerah provinsi Papua secara terkoordinasi
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaskanaan
otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf
b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f.; dan ayat (1)
ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta
pembinaan dan pengawasan penerimaan dalam rangka
pelaskanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, hurf e, dan huruf h
serta ayat (9) diatur dengan pemeraturan pemerintah.

. Bahwa ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: (1) Pemekaran daaerah provinsi menjadi
provinsi-provinsi dapat dialkukan atas persetujuan MRP dan
DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh
kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia
dan kemampuaan ekonomi dan perkembangan dimasa
datang; (2) Pemerintah dapat melakukan pemekaran
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daerah  provinsi menjadi daerah otonom  untuk
mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber
daya manusia dan kemampuan ekonomi dan
perkembangan dimasa datang; dan pemekaran daerah
provinsi sebagaimana dmaksud pada ayat (2) tidak melalui
tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

34.Bahwa adanya Usulan Presiden Republik Indonesia yang diajukan
berdasarkan Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000
tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI
Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan
Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan
prioritas utama bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 bahwa usul perubahan atas undang-
undang ini (UU Nomor 21 Tahun 2001) dapat diajukan oleh
Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR
atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan Pasal 77 ini bermakna bahwa setiap
perubahan undang-undang otonomi khusus harus dimaknai
sebagai kewenangan khusus yang diberikan oleh pembentuk
undang-undang kepada rakyat Papua untuk mengusulkan
perubahan undang-undang otonomi khusus. Artinya, dengan
pemberian otonomi khusus ini, pembentuk undang-undang
memberikan hak kekhususan pada kesempatan pertama kepada
rakyat Provinsi Papua untuk mempergunakan haknya untuk
mengusulkan perubahan undang-undang OTSUS.

Selanjutnya UU otonomi khusus memberikan hak dan
kewenangan khusus kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP
untuk menyampaikan hak usul perubahan dari rakyat tersebut
Papua tersebut kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan
pembentuk undang-undang sebagaimana pasal 20 ayat (1) UUD
45 atau Pemerintah dalam hal ini Presiden yang berhak
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mengajukan  rancangan  undang-undang kepada DPR
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan untuk
selanjutnya rancangan undang-undang tersebut dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2)
UUD 1945. Atau dengan kata lain, kehadiran pasal 77 ini, dapat
dimaknai bahwa frasa “dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi
Papua melalui MRP dan DPRP” berkaitan bahwa dengan proses
usulan perubahan undang-undang (menerima aspirasi Orang Asli
Papua melalui forum RDP) menjadi hak dan kewenangan Majelis
Rakyat Papua dan DPRP (kekhususan ini dapat dilihat dalam
Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Sedangkan
maksud frasa “kepada DPR atau Pemerintah” harus dimaknai
bahwa DPR dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk
pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang menjadi
undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 5, pasal 20 ayat (1)
dan pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

35.Bahwa memperhatikan Tap MPR Rl Nomor IV/MPR/2000 Tentang
Rekomendasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah, tertanggal 18
Agustus 2000, salah satu pertimbangannya menjelaskan bahwa
penyelenggaraan otonomi daerah (baca : Otsus Papua) selama ini
belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga
banyak kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Kegagalan itu menimbulkan ketidak puasaan dan
ketersinggung rasa keadilan yang melahirkan antara lain tuntutan
untuk memisahkan diri dan tunutan keras agar otonomi daerah
ditingkatkan pelaksanaannya.

Dalam konteks usulan Perubahan Kedua UU OTSUS ini, sudah
terjadi ketidak puasaan dan ketersinggung kolektif rakyat Provinsi
Papua karena merasa hak dan kewenangannya yang sudah
diberikan melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 secara nyata-nyata
dilanggar oleh Presiden RI. Hal tersebut dapat dilihat dengan
dikeluarkannya Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000
tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI
Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua dengan melakukan revisi terbatas
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36.

37.

terhadap Pasal 1 huruf (a), Pasal 34 dan Pasal 76 UU Nomor 21
Tahun 2001 sama sekali belum melalui proses usulan dari rakyat
Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP. Rancangan undang-
undang tersebut bukanlah aspirasi rakyat Papua yang
disampaikan melalui MRP dan DPRP melainkan usulan
pemerintah secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi Rakyat
Provinsi Papua melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rancangan undang-undang tersebut bertentangan dengan
semangat undang-undang OTSUS yang memberikan kewenangan
khusus kepada rakyat Provinsi Papua untuk mengevaluasi dan
mengusulkan perubahan UU Otsus secara menyeluruh dengan
dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan
keadilan demi menjamin peningkatan rasa kebangsaan,
demokratisasi dan kesejahteraan rakyat Papua.

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas
yang berkaitan dengan USULAN PERUBAHAN Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahur 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua yang disampaikan kepada DPR Rl oleh Termohon
bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1),
Pasal 28/ UUD Negara Republik Indonesia jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua. Karena secara konstitusionalitas, Para Pemohonlah yang
memiliki hak dan kewenangan khusus yang telah diakui yang
diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua melalui usulan
perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bahwa menurut Pemohon, adanya Pasal 18A ayat (1) jo. Pasal
18B ayat (1) secara konstitusional merupakan pengecualian bagi
pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan
kewenangannya yang berkaitan dengan usulan perubahan
undang-undang Otonomi Khusus dengan harus memperhatikan
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hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah. Apalagi, dalam Perubahan Kedua Undang-
Undang Otonomi Khusus ini, secara konstitusional Negara dituntut
untuk mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

38.Bahwa langkah Pemerintah dalam hal ini Termohon, dengan
mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-
47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi
Papua tanpa berdasarkan usulan MRP sebagai badan pelaksana
lainnya di Propinsi Papua adalah sepihak, melanggar prinsip-
prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 20011 tentang
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan serta komitmen
pelaksanaan latar belakang pelaksanaan otonomi khusus di
Papua yang kemudian melahirkan UU Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus di Papua.

39.Bahwa tugas dan kewenangan bagi Majelis Rakyat Papua
sebagaimana diatur dalam Bab XXIV tentang Ketentuan Penutup
sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 meliputi tentang pemekaran dan
perubahan undang-undang. Selengkapnya sebagai berikut :

a. Pasal 76 menyatakan:
Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan
atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan
dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan
sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan
pengembangan dimasa depan.

b. Pasal 77 menyatakan:

Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh
rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR
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atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

c. Bahwa dengan adanya Surat Presiden (SurPres) Nomor

R-47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal
rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Propinsi Papua yang secara sepihak meminta
pembahasan dalam sidang di DPR-RI guna mendapatkan
persetujuan dengan prioritas utama menjadi sengketa
kelembagaan Iembaga negara (SKLN) yang membutuhkan
penyelesaian secara konstitusional dari Mahkamah agar dapat
memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan
dalam bernegara dan berbangsa serta bermasyarakat.

G. Permohonan Provisi :

1.

Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menerbitkan
putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 63 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, untuk
menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah yang
pelaksanaan kewenangannya berupa tindakan nyata maupun
tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan.

Bahwa saat ini, Pemohon menilai pembahasan atas Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Ctonomi
Khusus Bagi Propinsi Papua yang telah di revisi sebagaimana
Perpu Nomor 1 Tahun 2008 dan menjadi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 sangat bersingungan erat dengan pemenuhan hak-
hak asli (tenurial) masyarakat Papua. Persingungan hak-hak asli
masyarakat Papua diantaranya sebagai berikut :
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a. Belum terpenuhinya hak-hak konstititusional Orang Asli
Papua yang masih diabaikan dan dibatasi, belum dihormati
dan dilindungi secara sungguh-sungguh;

b. Terjadinya ketidakadilan sosial, diskriminasi dan
ketidakbebasan dalam berekspresi;

c. Praktik kekerasan, penangkapan, penyiksaan, tindakan
brutal hingga korban jiwa yang melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM) masih terjadi dan melibatkan apartus
negara;

d. Belum menempatkan Orang Asli Papua sebagai Subyek
Utama pembangunan;

e. Diingkari dan diabaikannya hak-hak Orang Asli Papua untuk
menguasai, memiliki, mengelola dan memanfaatkan tanah,
hutan dan kekayaan alam lainnya;

f. Adanya agenda Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perubahan Kedua UU
No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua yang sangat terburu-buru/tergesa-gesa dan tidak
melibatkan MRP/DPRP;

3. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon memiliki kepentingan hukum yang mendesak, yang
apabila pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, dapat
menimbulkan akibat hukum yang lebih serius. Apalagi kewenangan
yang dipersoalkan dalam pokok permohonan ini bukan merupakan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Konstitusi berkenan menerbitkan putusan sela,
dengan memerintahkan Termohon untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dengan tidak
melanjutkan proses pembahasan Perubahan Kedua terhadap
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua sampai dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara a quo.
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G. PETITUM

Berdasarkan Fakta dan bukti terlampir, Para Pemohon memohon
Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai
berikut :

1. Dalam Provisi

a. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para
Pemohon.

b. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan sementara
seluruh tahapan pembahasan Perubahan Kedua Rancangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Papua sampai dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi.

2. Dalam Pokok Perkara

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon
untuk seluruhnya

b. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk
mengajukan Usulan Perubahan kedua Undang-Undang 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

c. Menyatakan Para Pemohon memiliki kewenangan
konstitusional untuk mengusulkan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi bependapat lain, mohon perkara a
quo dapat diputus seadil-adilnya (ex a quo et bono).
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